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ABSTRAK

PENGUASAAN TANAH ULAYAT KAUM DI MANDIANGIN KOTO
SELAYAN PASCA DIBATALKANNYA PENGADAAN TANAH OLEH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Muhammad Reihan Wahyudi, 2110112154, Program Kekhususan Hukum Perdata

Adat dan Islam (PK III), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025, 69 Halaman,
Pembimbing I: Prof. Zefrizal Nurdin. S.H., M.H dan Pembimbing II: Rahmi Murniwati. S.H., M.H

Putusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.445-196-2022 telah mengembalikan tanah ulayat suku
pisang yang kini dikuasai oleh “urang malakok” Tanah ulayat suku pisang yang berlokasi di
Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi pernah dikuasai
oleh negara untuk kepentingan umum. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memenuhi janjinya dalam
proses ganti rugi berupa tanah kepada masyarakat adat suku pisang, tanah ini dikembalikan menjadi
tanah ulayat suku pisang melalui keluarnya Putusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.445-196-2022.
Setelah dikembalikan, -sampai hari ini’ tanah-ulayat tersebut] tidak dapat.dikuasai secara materil oleh
suku pisang, melainkan di kuasai secara oleh urang malakok, orang ‘datang yang tidak memiliki hak
atas tanah ulayat tersebut baik secara pusako dan sako. Maka dari itu penelitian ini didasarkan pada
beberapa rumusan masalah: (1) Apa sebab pembatalan pengadaan tanah di Mandiangin Koto Selayan
oleh pemerintah Kota Bukittinggi, (2) Bagaimana penguasaan tanah ulayat pasca di kembalikannya
tanah ulayat pada status semula di mandiangin koto selayan Kota Bukittinggi, (3) Apa upaya kaum
suku pisang dalam menjaga eksistensi tanah ulayat mereka pasca pembatalan pengadaan tanah di
Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Penelitian mengunakan metode penelitian yuridis-
empiris yang datanya bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen
yang terkait dengan permasalah ini. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: pertama, penyebab di
batalkannya pengadaan tanah oleh pemeérintah Kota Bukittinggi karena kesepakatan ganti rugi berupa
tanah di ubah secara sepihak oleh pemerintah Kota, dengan lokasi tanah ganti rugi yang tidak
strategis, kemudian adanya konflik internal di dalam kaum suku pisang perihal tidak di tanda
tanganinya surat pelepasan hak tanah wulayat yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses
penerbitan sertifikaat di kantor BPN. kedua, penguasaan tanah ulayat pasca di kembalikan tanah
ulayat pada status semula, seharusnya suku pisang melalui keputusan walikota dan alas hak atas tanah
yang di keluarkan oleh KAN bisa memanfaatkan tanah tersebut secara materil dan non-materil, tetapi
secara materil fisik dari tanah ulayat tersebut di kuasai oleh pihak ketiga yang di sebut dengan urang
malakok. ketiga, upaya kaum suku pisang dalam mempertahankan eksistensi tanah ulayat milik
mereka adalah, suku pisang pada tahun 2010 telah membuat laporan kepada polres Bukittinggi
mengenai pengarapan dan perusakan pada tanah ulayat, pada tahun 2015, KAN Mandiangin Koto
Selayan telah melakukan mediasi antara ahli waris suku pisang dengan pihak ketiga tetapi tidak
menemukan jalan keluar \dari permasalahan tersebut. ‘Tahun 2020 suku-pisang membuat laporan
perihal adanya bangunan liar yang tidak memiliki izin di atas tanah ulayat kepada PUPR Kota
Bukittinggi, PUPR Kota Bukittinggi mengeluarkan surat peringatan ke-1 Nomor 600:77/GP/SP-
11DPU-PR-TR/2020 dan disusul dengan surat peringatan ke-2 Nomor 600:36/GP/SP-II/DPU-PR-
TR/2020. Sampai saat sekarang pihak dari suku pisang belum dapat memanfaatkan secara materil dan
non-materil dari tanah ulayat tersebut.
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